
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.286, 2009 DEPARTEMEN KEUANGAN. Pabean. Tarif. 
Nilai. Administrasi. Sanksi. Penetapan. Perubahan. 

 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 147/PMK.04/2009 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
51/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF, NILAI  

PABEAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENETAPAN  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  

ATAU PEJABAT BEA DAN CUKAI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan penegasan mengenai tata 
cara penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administrasi di 
lapangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai 
Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur 
Jenderal Bea dan Cukai Atau Pejabat Bea dan Cukai; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4661);  
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2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; 
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 

tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan 
Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal 
Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai; 

 MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 
KEUANGAN NOMOR 51/PMK.04/2008 TENTANG 
TATA CARA PENETAPAN TARIF, NILAI PABEAN, 
DAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENETAPAN 
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAU 
PEJABAT BEA DAN CUKAI. 

  Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, 
Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan 
Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea Dan 
Cukai diubah sebagai berikut : 

  1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) 
ayat, yaitu ayat (1a), dan ayat (3) diubah  sehingga Pasal 
2 berbunyi sebagai berikut : 

  Pasal 2 
(1) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif atas 

barang impor yang diberitahukan dalam 
pemberitahuan pabean impor. 

(1a) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
hanya dilakukan dalam hal tarif yang diberitahukan 
berbeda dengan hasil penelitian. 

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor. 

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak ada penetapan, tarif yang 
diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor 
dianggap diterima.  
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(4) Apabila penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) mengakibatkan kekurangan pembayaran bea 
masuk, Importir wajib melunasi kekurangan 
pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka 
impor, tanpa dikenakan sanksi administrasi berupa 
denda. 

  2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) 
ayat, yaitu ayat (1a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai 
berikut : 

  Pasal 3 
(1) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan nilai pabean 

atas barang impor yang diberitahukan dalam 
pemberitahuan pabean impor. 

(1a) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
hanya dilakukan dalam hal nilai pabean yang 
diberitahukan berbeda dengan hasil penelitian. 

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor. 

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak ada penetapan, nilai pabean yang 
diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor 
dianggap diterima. 

(4) Apabila penetapan nilai pabean sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kekurangan 
pembayaran bea masuk, Importir wajib melunasi 
kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam 
rangka impor, serta dikenakan sanksi administrasi 
berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) 
dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling 
banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang 
kurang dibayar. 

  3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 
berbunyi sebagai berikut : 
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  Pasal 4 
(1) Untuk kepentingan penetapan tarif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau nilai pabean 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pejabat bea 
dan cukai dapat melakukan pemeriksaan fisik atas 
barang impor setelah pemberitahuan pabean impor 
disampaikan. 

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik terdapat perbedaan 
jenis dan/atau jumlah barang dengan pemberitahuan 
pabean impor, pejabat bea dan cukai melakukan 
penetapan tarif dan/atau nilai pabean sesuai dengan 
hasil pemeriksaan fisik. 

(3) Dalam hal penetapan tarif dan/atau nilai pabean 
sebagai akibat perbedaan jenis dan/atau jumlah 
barang yang mengakibatkan kekurangan pembayaran 
bea masuk, Importir wajib melunasi kekurangan 
pembayaran bea masuk, dan pajak dalam rangka 
impor, serta dikenakan sanksi administrasi berupa 
denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea 
masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 
1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang 
dibayar. 

  4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga Pasal 5 
berbunyi sebagai berikut : 

  Pasal 5 
(1) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2, penetapan nilai pabean sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3, dan penetapan tarif dan/atau nilai 
pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang 
mengakibatkan kekurangan atau kelebihan 
pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka 
impor dituangkan dalam Surat Penetapan Tarif 
dan/atau Nilai Pabean (SPTNP). 

(2) Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean 
(SPTNP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
berfungsi sebagai : 


